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BUPATI MELAWI

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR @7 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

BUPATI MEI,AWI,

a. bahwa Pajak Hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah
yang dttetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2Ol2
tentang Pqiak Hotel, guna realisasi penyelenggaraan Pajak
Hotel di Kabupaten Melawi sesuai dengan ketentuan peraturan
peundang-undangan yang bertaku perhr diatur oleh Aparatur
Daerah perlu diadakan petunjuk pelaksanaanrrya;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan AsIi Daerah
(PAD) dari sektor pajak hotel, perlu mengatur dan menetapkan
Petunjuk Petaksanaan Pajak Hotet sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melarri Nomor 6 Tahun
2012

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud
dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pajak Hotel.

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 196O tentang Panitia
Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 ientang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang psnagrhan Pajak dengan Surat Paksa
(Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahr.rn 200O Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4189);

4. Undang UrtrLrrrg



Menetapkan

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Pembeitukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau

di Propinsi Xalimantan Barat (lembaran Negara Republik
Indonisia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan [€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 244, Tarr,frlahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali tera.khir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undalg Nomor 33 Tahun 2OO4 tetrtnnx
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusrtt tlrrtr
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rr:pttlrltl
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,r'tnlrtnrtr
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang l)rr1nh
Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahtrn 2OO9 Nomor 130, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO8 tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal di Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Daerah I(abupa.ten Melawi Nomor 6 Tahun 2Ol2
tentang Pajak Hotel (kmbaran Daerah Kabupaten Melawi
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK HOTEL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

2. Pemerintah Daerah...
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. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Melawi'

. Bupati adalah BuPati Melawi.
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Melawi yanf sehnjutnya disingkat DPPKAD adalah Satuan Kerja
Peranglat Daeratr Kabupaten Melawi yang diberi kewenangan dalam
pengelolaan dan penarikan Pajak Daerah di Kabupaten Melawi '

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Melawi.

Badarr adatah sekumptrlan oratg dan/ atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
narrra dan ddam bentuk apapun, frrma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaran, bentuk usaha
tetap dan bentuk badan lainnya.
Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pqiak atas
pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk
jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan
kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat
menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan dan/ atau fasilitas lainnya
dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu,
dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan
dan perkan toran.
Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang
menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau
untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPil'l),
adalah surat yang oleh Wajib Pajak untuk digunakan melagrrkun
Perhitungan dtn/atau Pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau brrknrr
Objek Pajak dan/ atau harta dan kewajiban menurut kctenturn
Peraturan l)erundang-undangan Perpajakan Daerah.

11. Surat Tardu Setoran yang selanjutnya disingkat STS digunaka n unlrrk
menyetor punguta, daerah (pajak daerah, retribusi daerah rlarr
penerimaan daerah lainnya) yang digunakan oleh Bendahara
Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu ke Kas Umum Daerah.

12. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP digunakan
untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan
penerimaan daerah lainnya) dari pembayar/penyetor/pihak ketiga ke
Bendahara penerimaan.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang terutang.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapa.t disingkat
SKPDKB, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukzrn besarnya
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administrasi, dan jumlah
yang masih harus dibayar.

15. Surat Ketetapan Pajal< Daerah Kuraag Bayar Tambahan yang dapat
disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan
Tambahan atas Jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
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16. Surat Ketetapan..



16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lrbih Bayar yang dapat disingkat
SKPDLB aaaiafr Suiat ketetapan pajak yang menentukan Jurnlah
Kelebihan Pembayaran Pajak karena Jumlah Kredit Paiak lebih besar

dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang'

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat -SKPDN
adalah Surat t<etetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak
sama besarnya dengan Jumlah lcedit Pajak atau Pajak atau Pajak tidak
tenrtang dan tidak ada kredit pajak.

18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat sTPD adalah surat
untuk melakukan tagrhan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/ atau denda.

19. Surat KePutusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap 

-Surat 
pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak

Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah l,ebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

20. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak'

21. Pembukuan adalah srratu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi
keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya
serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang
ditutup dengan menrusun laporan keuangan berupa neraca dan
perhitungan rugi laba.

22. Pemeriksaan adalah ser€rngkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan perpajakan daerah.

23. Penyirriken tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah addah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang perpajakkan Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB Il
OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(I) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yrng
disediakan <.rleh hotel.

(2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan di hotel tlengrrrr
pembayaran.

(3) Termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada aynt (2|
meliputi:
a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan

atau tempat tinegd jangka pendek yang sifatnya memberikan
kemudahan atau kenyamanan;

c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk
tamu hotel, bukan untuk umum;

d. Jasa persewaan ruangarr untuk kegiatan acara atau pertemuan di
hotel.

Pasal 3...



Dikecualikan dari objek pajak adalah :

Pasal 3

Pasal 4

a. Jasa temPat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah alttu
Pemerintah Daerah;

b. Jasa sewa aPartemen, kondominir:m dan sejenisnya;

c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama Perawat, panti jompo' panti
asuhan dan pand sosial lainnya yang sejenis; dan

e. Jasa biro pcrjatanan atau peialanan wisata yang diselenggarakan oleh
Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh rrmrrm'

(1) Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan' ' p"*U"y*rrr kepada orang pribadi atau Badan yang me[gusahakan Hotel'
(2) Wajib i,a.;at Uotet adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan

Hotel.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 6

Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 1O % (sepuluh persen).

BAB tV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(l) Pajak Hotel yang terutang dipungut diwilayah Daerah Kabupaten Melawi.

(2) Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V
MASA PA.JAK, SAAT PAJAK TERUTANG, PENDAFTARAN, PENDATAAN WAJIB

PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) btrlan kalender.

Pasal 9..



Pasal 9

Pqiak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel'

Pasal 1O

Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Hotel :

a. Untuk mengetahui jumlah potensi pajak hotel, Dinas Pendapatan
pengelolaan keuangan dan Aiet Daerah Kabupaten Melawi melakukan
pendrftatan dan pendataan jumlah wqiib pajak hotel'

b. iendaftaran dan pendataan-jumlah Wajib Pajak dilakukan untuk objek
pajak hotel.

c. p""arrtr.n sebagaimana pada ayat (1) adalah kegiatan mendaftar sendiri
objek pajak oteti WaSib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib
eajak baeran (NPWPD) ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah dengan mengisi forrnulir pendaftaran.

d. Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha dan merupakan objek
pajak tidak melakui<an pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya usaha
sebagai objek pajak dilakukan pendaftaran objek p4iak secara jabatan
oleh Dinas.

e. Pendaftaran objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (21'

ditakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Calon Wrgib Pajak mengambil, mengisi dan menandatangan i formulir
pendaftaran yang disedialan oleh Dinas

2. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani
sebagaimana dimaksud pada angka I disampaikan kepada Dinas
dengan melampirkan :

l. Fotocopy KTP Wajib Pajak/Penanggungiawab (Badan Usaha);
2. Fotocopy keterangan domisili usaha dari kecamatan;
3. Fotocopy surat izin usaha perdagangan (SIUP);
4. Fotocopy izin tetap/prinsip usaha pariwisata;
5. Fotocopy akta pendirian Badan Usaha; dan
6. Surat Kuasa jika wajib pajak berhalangan dengan disertai

fotocopy KTP penerima kuasa.
f. Berdasarkan forrnulir penda-ftaran sebagaimgn6 dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (4) diterbitkan NPWPD kepada Wajib Pajak dan dicatat ddam
daftar induk Wajib Pajak sesuai dengan jenis objek pajak hotel.

g. Berdasarkan NPWPD yang telah diterbitkan, Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan kepada Wajib
Pajak:
l. Karhr NPWPD; dan
2. Maklumat untuk dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh

pelanggan.
h. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan

pendataan Wajib Pajak baru maupun Wajib Pajak yang telah memiliki
NPWPD.

Pasal 11

(1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(3)SPTPD...



{3)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat-(l), harus disampaikan kepqd3,",;;;;-ti it""-p"i"u"ivrri am"i,It patiirg trimh 15 fiima belas) hari setelah

berakhirnya masa Pajak.
t4l Ketentuan lebih laniut mengenai bentuk, isi, dan tata. c€ra pengisian
' '' b-ffi6-""b"L-.i*urr" i"t"arrtuil dalam lampiran peraturan ini'

(1)Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan.
(2) Setiap Wajib Pajak membayan sendiri Pajak Terutangnya berdasarkan' ' 

perundang-undangan PerPajakan
(3) lVajib pajak memenuhi kgwajiban - Pgp-AqFn sendiri dengan' 'menggun-akan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud dala-rr Pasal 1l ,ayat (1).digunakan. untuk' 'menghitung," memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang
terutang.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir, isr, -dan tata. cara' 'pnsisian SPTPD, 
- tata cara penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT

ieb"agaimana dimai<sud pada ayai (2), sebagaimana tercantum dalam
lampiran peranrran ini.

BABVI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PA.JAK

Pasal 12

Pasal 13

(l)Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1l ayat (U digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak
sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Bupati dapat menerbitkan :

a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDN.

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yurtg
terutang ticlak atau kurang dibayar;

b. Jika SPTPD tidak disampa.ikan kepada Pejabat yang berwenang ;xrrla
bidang perpajakan daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah
ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada walrhrnya sebagaimana
diGntukan dalam surat teguran;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebagaimana sebesar 25o/o (dua puluh lima persen)
dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2o/o (drua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terl,ambat dibayar untuk ja::gka waktu paling larne 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila
ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dan dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 10oo/o (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagairrans dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila
jumlah pajak yang terhutang sama dengan besarnya dengan jumlah kredit
paja,k atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

(5)Apabila..



16l Aoabila kewaiiban membayar pajak terutang dalqm $KPD-K.[i dtrr
'"''S'ftFfiilef ""6&"i;*" dimalisud pad'a ayat (21 huiuf a dan. huruf b tiduk

;;;til;k-;;;""ht " dibavar iatam-.laogta vang telah 4l!:ll"h'
dtt"dh dengan' *eneibitt an Sfpp Aitamtah- dengan- sanksi ditentukan,
dit Ah den[an menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi
berupa bunga 2o/o (dua persen) sebulan-

(7) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana - dimaksud
'''ild;-;t;a (4i tiaak d'ikenak; a:pabila wajib pajak melaporkan sendiri

sebetum difalrukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 14

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :' ' 
a.oaiak dalam tahun berialan tidak atau kurang dibayar;
U.haii trasil penelitian Sprpp terdapat kekurangan pembayaran sebagai

akibat satah tulis dan/atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikena-kan sanksi admiriistrasi berupa. bunga dan,/atau

denda.

(2)Jumlah kekurangan pajak yang temtang dallm $TiD-sebagaimana' 'dimaksud pada ayat [1- fruruf a dan truruf b ditambah dengan sanksi
administralif berupa bunga sebesar 2o/o (d:ua persen) setiap bulan untuk
paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(l) Pembayaran Pajak dilalrukan pada kas umum daerah melalui bendahara
Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima, sesuai dengan waktu dan
tempatyang ditentukan dalam SKPD dan STPD.

(2) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang
dalam SKPD ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak terutangnya pajak.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
sekaligu.s atau lunas.

(4) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan
dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yalg harus dibayar
bertambah harus dih:nasi dalam jangka wakhr 1 (satu) bulan sejak tanggaf
diterbitkan.

Pasal 16

(1)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada
wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu
tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(2)Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2),
dilalrukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenalan bunga
sebesar 2o/o ldua persen) sebulan dari jumlah pajak yang trelum atuu
kurang bayar.

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kcpu<lu
wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yarrg
ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dcngtn
dikenaicaa bunga 2%o (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang bclrrrn
atau kurang bayar.

(4) Tata Cara Pernbayaran...



(4) Tata Car:a Pembayaran pembayaran angsuran dan penundaan
pembayaran Pajak Hotel yang terutang dilakukan sebagai berikut :

a. Wajib Pajak yang akan melakutrran pemba5raran secara angsuran
maupun menunda pembayaran Pajak Hotel yang terutang harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas dengan disertai
alasan dan bukti jelas yang mendukung permohonan, melampirkan
fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan rincian utang pajak untuk
Erasa pqiak atau ta-hun pajak bersangkutan yarlg diqiukan
permohonannya;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a hanrs ;udulr
diterima Dinas paling larl;la 7 (tujuh) hari sebelum jatuh temgr
pembayaran yang ditentukan;

c. Apabila butas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud padu htrruf
b tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan rliluar
kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat
dipertimbangkan oleh Dinas sepanjang Wajib Pajak dapat
membuktikan kebenaran keadaan diluar kekuasaaanya tersebut;

cl. Dinas memberikan keputusan paling lama 14 (empat belas) hari
setelah tanggal diterimanya permohonan;

e. Apabila jangka walrhr sebagaimana dimaksud pada huruf d telah lewat
dan Dinas tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan Wajib
Pajak dianggap diterima;

f. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan
pembayaran yang disetujui Dinas dituangkan dalam Surat Persetujuan
Pembayaran Angsuran rnaupun Surat Persetujuan Penundaan
Pembayaran;

g. Persetujuan terhadap angsuran Pajak Hiburan yang terutang
sebagaimana dimaksud pada huruf f dinyatakan lebih lanjut dalam
Surat Pe{anjian.

h. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali
angsuran dalam jangka waku 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal
Surat Persetujuan Pembayaran Angsuran;

i. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk
melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;

j. Penrrndaan pembayaran diberikan paling lar.'a 4 (empat) bulan
terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;

k. Perhitungan untuk pembayarzrn angsuran Pajak Hiburan adalah
sebagai berikut:

1) Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa
angsuran;

2) Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya
sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak
angsuran;

3) Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak
terutang yang akan diangsur dengan jurnlah bulan angsuran;

4) Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan
bunga sebesar 2o/o (dua persen);

5) Besarnya...



5) Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran- adalah
pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2o/o (dua
persen);

l. Terhadapjumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat
dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;

m. Perhitungan untuk penundaan pembayaran Pajak Hiburan adalah
sebagai berikut :

l. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak
terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara
bunga 2o/o (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda,
dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan
ditunda;

2. Besarnya jurnlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang
pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua
persen) sebulan sebagaimana dimaksud pada huruf m angka 1);

3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat
pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan
tidak dapat diangsur.

n. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonun
pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohr>ntn
pembayarun penundaan untuk Surat Ketetapan pajak yang sama.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

(l) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari
sejak saat jafuh tempo pembayaran.

(2) Datam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi
pajak yang terutang.

(3) Surat Tegr.rran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 18

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar
ditagrh dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Sr:rat Paksa setelah 21 (dua puluh
satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau lain
yang sejenisnya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

(3) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu 2 x 24 jallr sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa,
Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan
penyitaan.

(4)Setelah...



(4) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi juml4 pajat<
terutang setelah lEwat t+ (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan
Surat -Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk
mengajukan permintaan penetapan tarrggal pelelangan kepada Kantor
klang Negara.

(5) Setelah Kantor klang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat
pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara
terhrlis kepada wajib pajak.

BAB Ix
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK

Pasal 19

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak.

(1) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan penghapusan sanksi
administrasi dilakukan sebogai berikut :

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi secara tertulis kepada Bupati
melalui Dinas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh
tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka walrtu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus
mencantumkan alasan yang jelas serta melampkkan :

l) Surat pemyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya;

2l Surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak
terutang atau pengenaan sanksi administrasi.

c. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, Dinas melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran
dan alasan Wajib Pajak.

d. Berdasarkan hasil penelitian Dinas, Bupati dapat menyetuj ui atrrrr
menolak permohonan pengura:ngan atau penghapusan srutktt
administrasi.

(21 Apabila permohonan diterima, maka Bupati menerbitkan Kepuluurtr
Pengurangan atau Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.

(3) Terhadap Keputusan Pengurangan atau Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi, Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Keputusan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi diterima dengan menggunakan SSPD
dan/atau STS.

(4) Apabila permohonan ditolak, maka Bupati menerbitkan Keputusan
Penolakan Pengurangan atau Keputusan Penolakan Penghapusan Sanksi
Administasi.

(5) Terhadap Keputusan Penolakan Pengurangan atau Keputusan Penolakan
Pengihapusan Sanksi Administrasi, Dinas menerbitkan STPD atas
pengenaan sanksi administrasi tersebut.

(6)Bupati...



(6) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Kcpuluurtt
sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (6) kepada Kepala Dinar.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATAIAN PENGURANGAN

KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMIMSTRASI

Pasal 2O

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat
membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapErn ketentuan tertentu
dalam peraturan perudang-undangan perpajakan daerah.

(2) Bupati dapat :

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya;

b. Mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditenh:J<an; dan

d. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.

(3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara terEulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat
selambat-lambatnya 3O (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD,
SKPDKB, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan
yang jelas.

(a) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus
memberikan keputusan.

(5) Apabila setel,a.h lewat wakhr 3 (tiga) bula-n sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB )O
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

(t) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupari arurr
Pejabat atas suatu:
a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN;

f. Potongan...



f. Potongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) harus
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai
alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali
apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka wal6r itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat
Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(5) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua lrlmrl
bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimuknrrrl
pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.

(6) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah
besamya pajak yang terutang.

(7) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Bupati atau Pejabat :rlak memberikan keputusan, permohonan
keberatan diarggap dikabufkan.

(8) Peng4iuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidat
menunda kewajiban membayar pajak.

Pasl22
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Pengadilan Pajak

terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati
atau Pejabat.

(21 Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam
jangka waktu 3(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan
dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar
pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan
Banding.

Pasal 23

(1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikabulkan
sebag,an atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan tambahan imbalan bunga sebes ar 2 o/o (dua persen) sebulan
untuk paling lallra 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 24...



Pasal 24

(1) Dalam hat keberatan Wajib Pajak ditotak atau dikabulkan sebagian,
Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 5O% (lima
puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan.

12) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 5Oo/o (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan.

(3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar lOO o/o (seratus
persen) dari jwnlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi
dengan pembayaran pAiak yang telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan.

BAB)fl
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengqiukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secura
tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. Nama, alamat Wajib Pajak;
b. Masa Pajak;
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.

(2) Bupati atau Pejabat dalam jangka walrhr paling larna 12 (dua belar) buLrrr
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayarrrrr
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memhrikurr
keputusan.

(3) Apabila jangka qr4t6fs 5slagairnana rlimaksud parla ayat (2) dilampaui
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,
pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling
Iama I (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 12l. Iangsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
lewat walstu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau
Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 o/o (dwa persen) sebulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 26...



Pasal 26

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak
lainnya, sebagaimana rlirnaksud dalpm Pasal 24 ayat (4), pemba5rarannya
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
KEDALI'WARSA

Pasal 27
(1) Hak unhrk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui wakttr 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun

tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana

dimalcsud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Pahsa tersebut.

(a) Pengakuan utang Pajak secara Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b adalah \r/ajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimara dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 28

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin dita$h lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapa.t dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimanu
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung reluk
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud parln oyrrt
(2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakarr nrrrnih
mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemr:rintrrlr
Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat diketahui dari peng4juan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XIV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet
Rp. 3O0.O0O.O0O,OO (TiCa ratus juta rupiah) per
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

paling
tahun

sedikit
wajib

(2) Pembukuan...



(2) Pembukuan dan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diselenggarakan dengan sebaik-baitmya dan harus mencerminkan keadrttr

atau kegiatan usaha sebenarnYa.
(3) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungrrtt

dengan kegiatan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (litrur)
tahun.

Pasal 3O

(1) Bupati berwenang melakukaa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajalcan daerah dalam rangka melaksanakan
perah-lran perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan obyek pajak.

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/ atau

c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 19 DdLwV<.-

BUPATI MELAWI

PANJI

2016

Diundangfuan di Nanga Pinoh
pada tanggal 9 gt-sovnbt 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEI"AW],

tVO T

BERITA DAERAH

,{br,,,"o*o

{"rr^r"* 
MELA*T rAHUN 2016 NoMoR oZ



TAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEI.AWI
NOMOR b7 rAHUN 2016
TANGGAL il8 vt&Nt 20116

TENTANG PETUNJUK PEIIKSANAAN PA'AX HOTET

FORMUUR SURAT PEMBERITAH UAN PAJA( DAERAH (SPTPD

DITIAS PEI{DAPATAN PETUGELOIAAIII rcUANGAI{
DAI\I AS,ET DAERAH

Pinoh-Kota Baru KM 7 Na PinohJl.

No Kamar
dl kai

um a

PERHANAN :
I. Harap dlr$ dalam EnSkap J (trga, oenSan hurut ct IAK dan b€n nomor prlrhan pada kotak yanS tersedla
z. Setetah dn$ dan dtanda tantanr, ha6l orrerirhxan kembalr l(e Drnas Pendapatan PenSelolaan lGuangan dan

Aset uaer.h xaDupaten Melawr palrng lambat pada tangtal, ....-......,.-..,,..-..........(umclal Assesment, dan tang8al,
zu bulan benlqtnya (sell Assesment,

J. t(etedamoaurn penyerirnan oa,r tanggal terteDut dratas alGn drlal(ulGn penetapan s€caB Fbatirn untul wallD pa|ar
yanB DerdasanGn Lmrcral Assesment oan oenda untuk waJD paFl( yaru be.dasarkan 5ell Ass6ment

4. I an, Parak sesua Pcrlda ( lU Xl

Yth

a

SURAT PEMBERITAHUAN PAIAX DAERAH (SPIPO)

PAIAK HOTEL
(Perda Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2012

Kepada
Kepala Dinas Pendapatan Pen8elolaan
(euangan dan Aset oaerah Xab. Melawi

di-
NanSa Pinoh

Narna

Masa Pajak Bulan

NPWPD

3.

4.

5.

Menggunakan Pencatatan/Pembukuan

t\rmlah Dembayar-an bulai l.lu
Jumlah pembafaran bulan

2.'ndak

.sld Rp

RP

1. Ya

dari Tgl20.........

c

DenSan menyadad sepenuhnya akan segala akibat t€masuk sanksi-sanki sesuai dengan ketentuan Perundang-Undantan
yang bedaku saya atau yang saya b€ri kuasa menydtakan apa yang telah kaml berutahukan tersebut dlatas beserta
lamplraftlamFiran adalah benar lentkap dan ielas

Wajib Pajak

1. Dihitung dan dltetapkan oleh petuSas DPPKqD
2, Menghitung dan meretapkan sendiri

Tanda Tangan PetugasTata cara perhitungan dan p€netapan yang dlk€tahui

Dlterima Tanggal,
Nama

MODEI DPD{2 A
POTONG DtStNt ......

(ecamatan

MenerimaYa

NPWPD
NAMA
AI.AMAT

DIISI OLEH PETUGAS DPPKAD



SSPD

( SUMT SEfORAN PA'AX DAERAH }

Tahun :

PEMERI'{TAH IGBUPAIE'{ ME]AW

DINAS PENDAPATAN PENGETOI.AAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

SKPD

SKPDT

SKPDKB

SKPDKBT

Tahun

IIIIII II II

I

Lain-lain

No-UrutMasa Paiak :

Menyetor Berdasarkan : STPD

SPTPD

SX Pembetulan

SK (eberatan

Nama

Alamat
NPWPD

No Kode Rekening lenis Hotel Jumlah

,umlah Sctor.n Paiak

Dengan Huruf :

Bendahard Penerima

Diterima :

Petugas Tempat Pembayaran

Tanggal

Tanda Tangan

Nama Terang

Nanga Pinoh,............

Penyetor

( )

FORMUUR SURAT SETORAN PNA( DAERAH (SsPD)

'l llerlTanda / pada kotak

MODEL:DPD-72

seusai dengan ketetapan yang di miliki

Oiundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 30 9o\C,uW 20,5

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEI.Awl,

tvo ULYONO

BERITA DAERAH KABUPA N METAWITAHUN 2016 NOMOR b7

Di tetapkan di Nanga Pinoh

pada tanggal @ DC\cwrbu- 2915
MELAWI

PAiUI

r_]__l



LIR RAH

H(N,EL,lr?,}II.
disini

No. SKPD ;

TANDA TERIMA

NPWD

Nama

Alamat Nanga Pinoh,

Yang Menerima

PEMERT]ITA}I TAN.IPATEI{ MEI.AU

DUTAS PE,{IIAI'AT/III{ PEI{GEIOI.AA'{ I(EI,I/INGA,II

DA ASET DAERAH

Jl. Nanga Pinoir-l(ota Ba.u xM 7 Nanga Pinoh

{ SUN 
' 

IE'E'APA'{ PAIII DAE T }
tila P.Fr :

Tahun Palat :

O. URUT

Nama
MeIk usaha
Alamat
NPWPD

TanSBal Jatuh Tempo PembaYann

I IIIIII II

No Kode Rekening Jenis Pajak Daerah Jumlah

PAJAK HOTEI.

Pajak

TMT

Jumlah Ketetapan Pokok Paiak

Jumlah Sanksi : a. Bunga

b.Kenaikan

JUMLAH KESELURUHAN

Rp.

Rp.

Rp.

Rp

&agon Huul

PERHATIAN :

1, HaEp penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Pengelolaan
dan Aet Daerah Kabupaten Melawi.

2. Apabila SXPD tdal atau luiang bayar setelah lewat waltu paling lama 30 hati s€jak tetut SrPD
ini diterima (atau jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan

Nanga Pinoh,
Kepala DPP(AD Kabupaten Melawl


